LN

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada
masyarakat, perlu melakukan penataan ulang organisasi dan
sistem serta prosedur Perusahaan Daerah Air Minum
Batiwakkal Berau;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114
ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD
dapat melakukan perubahan entuk hukum maka
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten
Berau perlu diganti,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Batiwakkal Berau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU
dan
BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1
2,
3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Berau.

Bupati adalah Bupati Berau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah
yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum
Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan
umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak
diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau adalah
perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten
Berau.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau yang selanjutnya
disebut Perumda Air Minum Batiwakkal Berau adalah badan usaha milik
Daerah yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air
lainnya, seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah
yang dipisahkan.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum
Batiwakkal Berau.

Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah
proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang
untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota
Direksi.

Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan
seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon
anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan
keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau
sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya,
mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian
terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon
Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan oleh
KPM.




12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21

22,

o 8

Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi
Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Air Minum Batiwakkal
Berau yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda Air Minum
Batiwakkal Berau dengan cara membandingkan antara keadaan yang
sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam
bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional.

Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan
biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk
pemakaian setiap meter kubik (m? atau satuan volume lainnya yang
diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah yang wajib dibayar oleh
pelanggan.

Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan
formal antara Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dan pihak ketiga untuk
bersama-sama memperoleh manfaat.

Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas biaya yang dikeluarkan
dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak
penghasilan.

Jasa Produksi adalah pendapatan yang dihasilkan dari laba perusahaan
dalam kurun waktu satu tahun dan menjadi hak pegawai.

Dana Pensiun adalah pendapatan yang diterima pegawai Perumda Air
Minum Batiwakkal Berau yang telah berakhir masa kerjanya.

Pesangon adalah pendapatan yang diterima pegawai Perumda Air Minum
Batiwakkal Berau yang diberhentikan dengan hormat.

Anak Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan perluasan usaha
Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

Restrukturisasi adalah perubahan/perbaikan organisasi Perumda Air Minum
Batiwakkal Berau agar dapat beroperasi lebih baik dari sebelumnya.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Berau.

BAB 11
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Tujuan Pendirian

Pasal 2

Perubahan bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah menjadi
Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Batiwakkal Berau
dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha secara profesional,
efisien, akuntabel dan transparan.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

(1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau berkedudukan dan berkantor pusat di

Daerah.




.

(2) Wilayah kerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau berada di Daerah dan
dapat melakukan usaha di luar Daerah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB 11
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4
Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dalam melaksanakan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesional yang tetap
memperhatikan fungsi sosial

Pasal 5
Perumda Air Minum Batiwakkal Berau bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

b. mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air minum guna
memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencakup aspek sosial dan
pelayanan umum yang dikelola secara profesional dengan prinsip
ekonomi perusahaan; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6
(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Air
Minum Batiwakkal Berau dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:

a. penyediaan air minum kepada masyarakat;
b. usaha lainnya di bidang air minum; dan
c. pemanfaatan aset lainnya.

(2) Pemanfaatan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7
Perumda Air Minum Batiwakkal Berau didirikan dengan jangka waktu yang tidak
ditentukan.

BAB VI
SUMBER MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 8
(1) Modal dasar Perumda Air Minum Batiwakkal Berau ditetapkan sebesar
Rp 977.199.879.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus
Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu
Rupiah).
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(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor dan
dipisahkan dari kekayaan Daerah adalah seluruh kekayaam bersih (ekuitas)
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah berdasarkan nilai kekayaan bersih
pada neraca penutupan yang setelah diaudit Kantor Akuntan Publik dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal kepada
Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilakukan untuk:

a. pengembangan usaha;
b. penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berupa uang dan barang milik Daerah.

(3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai
sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan
modal Daerah.

(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan
melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(6) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis
investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis
Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

Pasal 10
Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah
dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 11
(1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat melakukan pinjaman
sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha setelah mendapat
persetujuan KPM.
(2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kempat
Hibah

Pasal 12
(1) Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dapat menerima hibah.



-6 -

(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kelima
Sumber Modal Lainnya

Pasal 13
(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi
cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.

(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

Pasal 14
(1) Pengurusan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dilakukan oleh
organ Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

(2) Organ Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:

a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

(3) Struktur organisasi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dibentuk
sesuai dengan kebutuhan.

(4) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi
dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan
Pengawas, kecuali perubahan terhadap struktur direksi

(5) Ketentuan mengenai susunan, perubahan, pengembangan struktur
organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), pedoman,
tugas dan fungsi serta mekanisme kerja Perumda Air Minum
Batiwakkal Berau ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah
mendapat persetujuan KPM.

BAB VIII
KPM

Bagian Kesatu
Penyerahan Kewenangan dan Insentif

Pasal 15

(1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada
Bupati selaku penyelenggara pemerintahan daerah.

(2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal
terjadi kekosongan jabatan.






